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Abstract: Evaluation of Waste Management Policy. This study aims to find out and analyze the
evaluation of waste management policy in Kecamatan Tampan Pekanbaru City. The type of this
research is descriptive research. The research informants are Camat, RT, officers and community.
Data collection techniques used in this study is to use interviews, documentation and observation.
The results showed that after evaluation of waste management policy in Kecamatan Tampan
Pekanbaru was good enough, although there are still shortages here, such as the socialization of
waste management policies to the community, the provision of hygiene facilities and public
awareness issues to protect the environment.
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Abstrak: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Informan penelitian adalah Camat, RT, petugas
dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa
setelah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru sudah cukup baik, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, seperti masalah
sosialisasi kebijakan pengelolan sampah kepada masyarakat, penyediaan fasilitas kebersihan dan

masalah sikap kepedulian masyarakat menjaga lingkungan.

Kata kunci: evaluasi kebijakan pengelolan sampah, efektivitas, kecukupan

PENDAHULUAN

Pertambahan jumlah penduduk, pe-
rubahan pola konsumsi, dan gaya hidup
masyarakat telah meningkatkan jumlah
timbulan sampabh, jenis, dan keberagaman
karakteristik sampah. Meningkatnya daya
beli masyarakat terhadap berbagai jenis
bahan pokok dan hasil teknologi serta
meningkatnya usaha atau kegiatan penun-
jang pertumbuhan ekonomi suatu daerah
juga memberikan kontribusi yang besar
terhadap kuantitas dan kualitas sampah
yang dihasilkan. Pengelolaan sampah
yang tidak mempergunakan metode dan
teknik pengelolaan sampah yang ramah
lingkungan dapat menimbulkan dampak
negatif terhadap kesehatan dan meng-
ganggu kelestarian fungsi lingkungan ba-
ik lingkungam pemukiman, hutan, persa-
wahan, sungai dan/atau lautan. Di kota-
kota besar, permasalahan sampah menjadi
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isu yang besar berkenaan dengan pena-
nganannya yang masih menyisakan masa-
lah baru. Volume sampah yang semakian
bertambah dari hari ke hari, jenis sampah
yang kian beragam, penyediaan tempat
yang masih belum memadahi, hingga pe-
rilaku masyarakat kita yang belum sepe-
nuhnya mengerti dan faham akan penting-
nya hidup bersih.

Pengelolaan sampah sementara ini
dipandang hanya sebagai tanggungjawab
pemerintah semata. Masyarakat lebih ber-
peran hanya sebagai pihak yang dilayani,
karena mereka merasa sudah cukup hanya
dengan membayar uang retribusi sampah
sehingga penanganan selanjutnya adalah
menjadi tanggungjawab pemerintah. Pa-
dahal saat ini sudah ada sistem yang lebih
baik dan efisien dan dianggap modern ya-
itu konsep zero waste, dengan menerap-
kan pengelolaan sampah secara terpadu,
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mengurangi volume sampah dari sumber-
nya dengan caradaur ulang dan pengkom-
posan. Pengelolaan sampah di Indonesia
menurut Enri Damanhuri (2003) terbagi
menjadi 5 (lima) komponen sub sistem
yang saling mendukung yaitu teknis ope-
rasional, pembiayaan, organisasi dan ma-
najemen, peraturan (hukum/legalitas) dan
peran serta masyarakat. Kelima kompo-
nen tersebut saling terkait dan harus
berjalan secara terpadu, dalam mencipta-
kan pengelolaan sampah yang efektif dan
efisien.

Kota Pekanbaru yang merupakan
salah satu di Provinsi Riau, permasalahan
yang dihadapi adalah belum optimalnya
pengelolaan sampah, baik ditinjau dari
pelayanan, biaya operasional dan pemeli-
haraan, kelembagaan, peraturan maupun
peran serta masyarakat dalam pengelola-
annya. Pembiayaan pengelolaan sampah
saat ini hanya didapat dari pendapatan
yang diterima dari pembayaran sampah
yang dibayarkan oleh masyarakat, pada-
hal masih banyak kemungkinan pembia-
yaan dapat diperoleh dari pengelolaan
sampah tersebut apabila dapat dikelola
secara terpadu. Pemerintah Kota Pekan-
baru sudah memiliki Peraturan Daerah
yang mengatur tentang pengelolaan sam-
pah, namun belum berjalan dengan baik.
Instansi yang bersangkutan mengalami
kesulitan dalam pelaksanaannya. Penge-
lolaan persampahan di Kota Pekanbaru
masih menggunakan sistem pengelolaan
yang konvensional yaitu metode pengum-
pulan, pengangkutan ke TPS dan pemus-
nahan sampah di Tempat Pembuangan
Akhir (TPA), pengelolaan sampah ini sa-
ngat tergantung pada armada pengangkut
sampah.

Seiring  pertumbuhan penduduk
yang pesat membuat produksi sampah di
Pekanbaru juga meningkat. Setiap harinya
masyarakat Pekanbaru memproduksi 500
ton sampah, meningkat dari 400 ton tahun
lalu. Terdapat 92 kendaraan yang keluar
masuk ke lokasi TPA untuk mengantar
sampah hasil masyarakat Pekanbaru. De-
ngan frekwensi 2-3 kali sehari, 18 armada

milik DKP masuk mengantarkan sampah
yang sudah dikumpulkan petugas kuning.
Selain itu masih ada 10 kendaraan lainnya
milik Dinas Pasar, serta beberapa keca-
matan yang masuk ke TPA tersebut dita-
mbah beberapa kendaraan pengangkut
sampah yang merupakan swadaya masya-
rakat terutama di daerah perumahan.
(http://bappeda.pekanbaru.go.id).
Kecamatan Tampan merupakan salah satu
kecamatan yang memiliki penduduk yang
relative besar, dimana produksi sampah di
kecamatan ini mencapai angka yang pa-
ling tinggi. Sumber produksi sampah rata-
rata dari pemukiman penduduk, karena
pemukiman penduduk yang ada di daerah
Tampan merupakan memiliki perumahan
yang berkembang pesat sehingga pro-
duksi sampah dari daerah perumahan ini
juga dapat dilihat lebih banyak dibanding-
kan dengan perumahan masyarakat yang
bukan dalam bentuk perumahan. Perta-
nyaan penelitianya adalah apakah kebija-
kan pengelolaan sampah di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru sudah dikelola
dengan baik ?. Oleh karena itu perlu
diadakan evaluasi kebijakan pengelolaan
sampah, sehingga dapat diketahui dampak
dari kebijakan tersebut.

Menurut R.J Kodoatie (2003), men-
definisikan sampah adalah limbah atau
buangan yang bersifat padat, setengah pa-
dat yang merupakan hasil sampingan dari
kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan
manusia, hewan maupun tumbuh-tumbu-
han. Sampah dalam ilmukesehatan ling-
kungan (refuse) sebenarnya hanya sebagi-
an dari benda atau hal hal yang dipandang
tidak digunakan, tidak dipakai, tidak dise-
nangi atau harus dibuang, sedemikian ru-
pa sehingga tidak menganggu kelangsu-
ngan hidup. Sedangkan Soewedo Hadi-
wiyoto (1983), “sampah adalah sisa-sisa
bahan yang mengalami perlakuan-perla-
kuan,baik karena telah diambil bagian
utamanya, atau karena sudah tidak ada
manfaatnya, yang ditinjau dari segi social
ekonomis tidak ada harganya dan dari se-
gi lingkungan dapat menyebabkan pence-
maran atau gangguan kelestarian™.
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Pengertian evaluasi menurut
Charles O. Jones dalam Aprilia (2009)
adalah “evaluation is an activity which
can contribute greatly to the under-
standing and improvement of policy
development and implementation” (evalu-
asi adalah kegiatan yang dapat menyum-
bangkan pengertian yang besar nilainya
dan dapat pula membantu penyempurnaan
pelaksanaan kebijakan beserta perkemba-
ngannya). Pengertian tersebut menjelas-
kan bahwa kegiatan evaluasi dapat me-
ngetahui apakah pelaksanaan suatu prog-
ram sudah sesuai dengan tujuan utama,
yang selanjutnya kegiatan evaluasi terse-
but dapat menjadi tolak ukur apakah suatu
kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan
layak diteruskan, perlu diperbaiki atau
dihentikan kegiatannya. Konsep evaluasi
kebijakan menurut Nugroho (2006) ada-
lah untuk mengetahui variasi dalam indi-
kator-indikator kinerja yang digunakan
untuk menjawab tugas pertanyaan pokok,
yaitu: bagaimana kinerja implementasi
publik?; faktor-faktor apa saja yang me-
nyebabkan variasi itu?; dan bagaimana
strategi peningkatan kinerja?.

Menurut Dunn (2003) bahwa krite-
ria-kriteria evaluasi kebijakan publik se-
bagai berikut: Efektifitas, apakah hasil
yang diinginkan sudah tercapai?; Efisi-
ensi, seberapa banyak usaha diperlukan
untuk mencapai hasil yang diinginkan?;
Kecukupan, seberapa jauh pencapaian ha-
sil yang diinginkan memecahkan masa-
lah?; Perataan, apakah biaya manfaat di-
distribusikan dengan merata kepada ke-
lompok-kelompok tertentu?; Responsivi-
tas, apakah hasil kebijakan memuaskan
kebutuhan, preferensi dan nilai-nilai ke-
lompok tertentu?; Ketepatan, apakah hasil
(tujuan) yang diinginkan benar-benar ber-
guna atau bernilai ?. Penelitian ini bertu-
juan untuk mengevaluasi kebijakan pe-
ngelolaan sampah di Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru.

METODE
Desain yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah metode kualitatif. Infor-

man penelitian adalah masyarakat, Camat,
petugas, ketua RT dan Direktur Bank
Sampah. Teknik pengumpulan data ada-
lah wawancara, observasi dan dokumen-
tasi. Analisis data yang digunakana dalam
penelitian ini adalah analisis model inter-
aktif (interactive model of analysis) de-
ngan prosedur mulai dari pengajian data,
reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL
Efektivitas

Dari hasil wawancara dengan infor-
man mengenai efektifitas pengelolan sam-
pah dengan kondisi yang ada menunjukkan
bahwa sampah masih saja berserakan dan
dapat pula dikatakan bahwa pengelolaan
sampah yang dilaksnakan di Kecamatan
Tampan ini masih belum efektif.

Efesiensi

Dari hasil wawancara dengan masya-
rakat maka dapat diketahui masyarakat be-
lum mengenal dan mengetahui dengan baik
adanya sarana bank sampah serta bagai-
mana menjadi nasabah bank sampah, se-
hingga pengelolaan sampah oleh petugas
bank sampah belum efisien.

Kecukupan

Dari jawaban warga masyarakat
yang ikut langsung melihat kondisi pemera-
taan pengelolaan sampah memang dirasa-
kan belum merata dan belum lancar pengu-
rusannya, sehingga kondisi ini dapat me-
nunjukkan pengelolaan sampah masih be-
lum optimal dilaksanakan oleh pemerintah
melalui kerjasama dengan pihak swasta.
Kelancaran ini karena anggaran yang ter-
sedia tidak lancar dan juga karena keter-
sediaan SDM dan fasilitas sampah yang
terbatas.

Responsivitas

Dari hasil wawancara kepada warga
masyarakat menunjukkan adanya kemam-
puan menanggapi berbagai masalah sampah
dan kebersihan yang dihadapi warga ma-
syarakat dan selama ini masih belum
tampak, walaupun pemerintah kecamatan
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menghimbau kepada warga masyarakat
untuk bergotong royong dalam rangka
membersihkan sampah yang tidak ter-
jangkau oleh petugas kebersihan.

Ketepatan

Dari hasil wawancara dengan camat
tersebut menunjukkan bahwa ketepatan ke-
giatan pengelolaan sampah yang tertuang
dalam kebijakan pemerintah dalam bentuk
peraturan daerah yang sangat membantu
dan menjadi dasar legalitas pengelolaan sa-
mpah dan ini dapat membantu menyelesai-
kan masalah persampahan di daerah ini.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap
kebijakan pengelolaan sampah di Keca-
matan Tampah Kota Pekanbaru dapat
dikatakan sudah cukup baik, walaupun
masih ada kekurangan di sana sini, seperti
masalah sosialisasi kebijakan pengelolan
sampah kepada masyarakat, kemudian
penyediaan fasilitas kebersihan seperti
tempat pembuangan sampah sementara
dan juga masalah sikap kepedulian ma-
syarakat menjaga lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara kepa-
da berbagai pihak mulai dari warga ma-
syarakat, petugas kebersihan, pemerintah
kecamatan dan tokoh masyarakat menge-
nai faktor apa sajakah yang menghambat
pelaksanaan pengelolaan sampah masya-
rakat adalah:

1. Sosialisasikan kepada masyara-
kat akan aturan yang berlaku
Sosialisasi Peraturan Dae-
rah kepada masyarakat amat terasa
kurang dilakukan oleh pemerintah
dan hal ini dapat menyebabkan
perbedaan persepsi terhadap pe-
ngelolaan kebersihan, sehingga pe-
ngelolaan kebersihan masih terke-
san belum optimal di lapangan.
Peraturan daerah No 8 Tahun 2014
mengenai  pengelolaan sampah
perlu dengan baik disosialisasikan
kepada masyarakat dan hal ini
akan dapat menumbuhkan kesad-
aran dari warga masyarakat dalam
berpartisipasi mengelola kebersi-

han dan tidak hanya mengandal-
kan dari pihak petugas kebersihan
saja.

. Ketersediaan Sumber Daya

(SDM, Anggaran dan Fasilitas)

Dukungan sumber daya
yang berbentuk sumber daya ma-
nusia, kemudian anggaran dan ju-
ga fasilitas. Berbicara sumber daya
manusia, perlu adanya usaha untuk
mengajak warga masyarakat ber-
perilaku baik dan bergotong ro-
yong menjaga kebersihan, peme-
rintah kecamatan perlu menkam-
payekan kebersihan lingkungan
dan kesadaran lingkungan. Selain
itu juga pelaksanaan pengelolaan
sampah oleh petugas dengan me-
nerapkan berbagai langkah guna
mengajak masyarakat dengan ter-
tib membayar iuran kebersihan
dan ini dapat digunakan untuk
membayar petugas kebersihan
yang memungut sampah di lingku-
ngan tempat tinggal warga.

Berkaitan dengan keterse-
diaan fasilitas kebersihan seperti
tong sampah dan juga tempat pem-
buangan sampah sementara, me-
mang perlu dipikirkan pemerintah.
Hal ini dapat disiasati dengan me-
nyediakan tempat pembuangan
sampah yang lebih efisien dan ber-
sih sehingga masyarakat sekitar
TPS tidak merasa terganggu de-
ngan keberadaan TPS di lingku-
ngan tempat mereka tinggal. Sela-
in masalah bau juga masalah tem-
pat, pemerintah perlu menjalin
kerjasama dengan warga masya-
rakat untuk dapat menyewakan
tempat meletakkan sampah semen-
tara dan kompensasi yang diberi-
kan pemerintah kepada warga
akan menjadikan alasan disedia-
kannya tempat yang layak untuk
TPS.
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3. Sikap Petugas Kebersihan
Petugas kebersihan me-
mang mau bekerja menjaga keber-
sihan bila adanya bayaran yang se-
suai. Hal ini sebagaimana penga-
laman yang terjadi beberapa waktu
lalu berkaitan dengan demonstrasi
petugas kebersihan Karena belum
mendapatkan bayaran dari peme-
rintah dalam usahanya menjaga
kebersihan kota Pekanbaru. Peme-
rintah perlu memiliki komitmen
yang kuat dalam rangka mewujud-

kan kota Pekanbaru bersih.

4. Dukungan dari masyarakat

Dukungan masyarakat kami
rasakan semakin meningkat. Sebab
pelaksanaan penertiban sudah di-
rasakan manfaatnya oleh masya-
rakat. Dukungan dapat terlihat de-
ngan adanya sikap koorperatif ma-
syarakat dalam setiap usaha peme-
rintah untuk mengajak gotong
rotong

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan evaluasi terhadap
kebijakan pengelolaan sampah di Keca-
matan Tampah Kota Pekanbaru dapat ka-
takana sudah cukup baik, walaupun masih
ada kekurangan di sana sini, seperti ma-
salah sosialisasi kebijakan pengelolaan
sampah kepada masyarakat, penyediaan
fasilitas kebersihan tempat pembuangan
sampah sementara dan sikap kepedulian
masyarakat menjaga lingkungan. Dari 6
dimensi evaluasi kebijakan pengelolaan
sampah di Kecamatan Tampan Kota Pe-
kanbaru ada dimensi pokok yang sangat
mendukung keberhasilan dalam kebijakan
pengelolaan sampah yaitu dimensi efekti-
vitas dan kecukupan. Efektifnya suatu ke-
bijakan tergantung kecukupan anggaran
yang tersedia, sumber daya manusia dan
fasilitas yang memadai. Berkenaan dengan
seleksi alternatif terhadap suatu kebijakan,
Bardach dalam Patton & Sawacki dalam
Pasolong (2007) ada dua sub kriteria pokok
yang perlu dibahas, yaitu effectiveness dan

adequacy. effectiveness menyangkut sam-
pai seberapa jauh suatu kebijakan atau
program akan mencapai apa yang diingin-
kan. Kriteria ini dapat diukur dalam jangka
panjang atau pendek, langsung atau tidak
langsung, secara kuantitatif atau tidak, dan
pantas atau tidak (adequate or inadequate).
Kriterium adequacy mempersoalkan sebe-
rapa jauh kebijakan atau program yang di-
sarankan akan mampu memecahkan perso-
alan, apakah memecahkan persoalan secara
keseluruhan atau hanya sebagian.

Selain itu Wimer dan Aida R.Vining
dalam Pasolong (2007) mengatakan ada
tiga faktor umum yang mempengaruhi ke-
berhasilan suatu kebijakan, yaitu (1) logika
yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu
sampai seberapa benar teori yang menjadi
landasan kebijakan atau seberapa jauh hu-
bungan logis antara kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang
telah ditetapkan; (2) hakekat kerjasama
yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak
yang terlibat dalam kerjasama telah meru-
pakan suatu assembling produktif dan (3)
ketersediaan sumber daya manusia yang
memiliki kemampuan, komitmen untuk
mengelola pelaksanaannya.

SIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru dapat katakana
sudah cukup baik, walaupun masih ada
kekurangan di sana sini, seperti masalah
sosialisasi kebijakan pengelolan sampah
kepada masyarakat, penyediaan fasilitas
kebersihan, tempat pembuangan sampah
sementara dan masalah sikap kepedulian
masyarakat menjaga lingkungan. Faktor
yang menjadi kendala pelaksanaan kebi-
jakan pengelolaan sampah di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru antara lain: fak-
tor sosialisasi aturan yang berlaku kepada
masyarakat, ditambah dengan faktor ke-
terbatasan sumberdaya (SDM, Anggaran
dan Fasilitas), juga berkenaan dengan ko-
mitmen sikap petugas kebersihan dalam
memungut sampah dan faktor dukungan
dari masyarakat dalam peduli terhadap
lingkungan sekitar.
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